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TENTANG

III  IRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN
I' I  N( i I 'SAHAAN SARANG BURUNG WALET

II I  N(;AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN.

!. i ,= ' , ! t  ; r  l l i r l rwa Retr ibusi  Daerah mengarah pada sistem
lrcrrrungutan retr ibusi  daerah yang sederhana, adi l ,
r.k rklif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran
',cr l;r masyarakat dalam pembiayaan pembangunan;

l '  l r , r l rwa dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan,
tr)n(Jendal ian dan pengawasan atas kegiatan
lr,rrrrirnfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
lr,rr;rng, pra sarana, sarana atau fasil i tas tertentu untuk
rrrr : l i r rdungi  kepent ingan umum dan menjaga
hr: l r : r ; lar ian l ingkungan per lu adanya iz in dar i
l ' l r111. '1 ip126 Daerah;



I  isr  rg i r  rg:r l

l r i r l rw;r  bcrdasarkan pert imbangan sebagaimana
rlrr r r i rkr ;ucJ dalam huruf  a dan b per lu membentuk
l ' l r ; r l r r ran Daerah tentang Retr ibusi  lz in Pengelolaan
r l , r r r  Pcngusahaan Sarang Burung Walet ;

I  t l r r r l i rng-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
lrcrrrbentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
I rrrgkungan Daerah Propinsi  Sumatera Tengah
(l cmbaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

: '  LJndang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi  Sumber Daya Alam Hayat i  dan
Eksistensinya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor
ae);

l l .  Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Konservasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Men genai Keanekaragaman Hayati ( Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 41);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraTahun
1 997 Nom or 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);

5.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699);

6.  Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hil ir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten



Krrnntan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
I i r l run 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Nornor 3902) sebagaimana telah diubah dengan
tJrrc lang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran
Ncgara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3968);

I  Undang-undang Nomor 10 Tahun 2404 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang
Perburuan Satwa Baru (Lembaran NegaraTahun 1994
Nomor 64);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor
+139);

11 . Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16
Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16);

tJ.
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Dengan Persetujuan Bersama

f IFWAN III RWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PELALAWAN

dan
BUPATI PEI-ALAWAN

MEMUTUSKAN:

+,lefielaFkerr : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG VI/ALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

I l)nc.rah adalah Kabupaten Pelalawan.

I r .

l 'cmerintah Daerah adalah Bupat i  Pelalawan dan perangkat
rl;rerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah
lembaga penruakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara

llemerintahan daerah.

Pejabat adalah Pegawai yang diber i  tugas tertentu dibidang
Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan
yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modalyang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang t idak
melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi,
Koperasi ,  dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial polit ik, atau organisasi yang
sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

, I



r l

r i  l r tn,r , .  l r r !n( l i t l )atan Daerah adalah DinaS Fendapatan Daerah

l ,  ; r l  r t  r1 r ; t l r : t t  Pelalawan.

'  l . , r ' ,  l ) , rcur l t  adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan'

t t l 'r,r t, 'rrr;rrr Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
r l , r l ,u1 r : r r rgka pemberian iz in kepada orang pr ibadi  atau badan
y;l r( I ( lrrnaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
, t,rrr pcngawasan atas kegiatan, pemanfatan ruang, penggunaan
.,rrrrr l rcr  daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasi l i tas
I t . r lcrr l r i  guna mel indungi  kepent ingan umum dan menjaga
l , r ' lcr ; l ; l r ian l ingkungan.

l . ' rn ; rdalah.h iz in yang diber ikan oleh Bupat i  untuk set iap
lr,rrrt.;unan/dokasi yang akan atau telah, baik sengaja maupun
trr l ; rk disengaja diperuntukkan sebagai  pengelolaan dan

I rcrrgusahaan Sarang Burung Walet.

lzirr Pengelolaan dan Pengusahaan adalah izin yang diterbitkan
,rt;rs sebuah 'bangunan yang akan, Sedang dan telah didirikan
rlcngan luas lantai dasar maksimal 240 M2 dengan ketentuan
Icbar =< (sama dengan atau lebih kecil) 4 M dan ketinggian
rrraksimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Pelalawan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintahan Daerah dalam Pemberian lz in dan atau
pendaftaran ulang izin oleh orang atau Badan yang dimaksud
untuk pembinaan pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan
atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumberdaya alam
Hayati, barang, Sarana atau Fasil itas tertentu guna melindungi
kelestarian l ingkungan alam dan sosial.

12. Pengelolaan Burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat
alami dan populasi burung walet dihabitat alami dan diluar habi-
tat alami sepertidalam bangunan / rumah baik sengaja atau tidak
sengaja diperuntukkan untuk itu.

l { )

t l



I  I  l l r r r r r r r r l  W;rkt l  i l ( la lah satwa yang termaSuk marga col locel ia yai tu

, ulh rr l l r ;r lrrt ;hl iap haga,COllOCelia maxina, COllOCelia esculanta dan

,  r r l l l r  r ' l r , r  l t l t t ;h i

t , t  l l . r l r r t , r t  Al i r rn i  Burung Walet  adalah l ingkungan tempat Burung
W,rhr l  l r r r l t r ; t  dan berkembang secara alami.

t , ,  l t r l r r , r r  l r lb i tat  a lami Burung Walet  adalah l ingkungan tempat
l r111r(J walet  h idup dan berkembang yang dipel ihara dan
r l r l r r r r l r r layakan oleh orang atau Badan dalam bangunan rumah /
(  , r  ! (  lung.

lr, \,rwirsan Hutan Negara adalah Kawasan hutan l indung , hutan
prr1rltrksi, kawasan Suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

I i l  okirsi adalah Suatu kawasan dengan cirri khas tertentu, baik
r l ; r rat ,udara maupun diperairan yang mempunyai  fungsi

l ror l indungan sistem penyanggah kehidupan pengawetan
kcanekaragaman jenis tumbuhan dan Satwa Serta pemanfaatan
:iocara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya'

ln.  Kawasan Suaka alam adalah kawasan dengan cirr i  khas
tcrtentu,baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi

l)okok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan
rlan satwa yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyanggah
kehidupan.

l!). Kawasan konsevasi adalah kawasan dil indungi atau dilestarikan.

:,0. Pungutan adalah , jenis pungutan , yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah dalam rangka pemasukan uang bagi Kas Daerah karena
jasa pelayanan pemberian izin oleh Bupati.

:, '1. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan Peru ndang-undangan Retr ibusi  d iwaj ibkan untuk
melakukan pembayaran Retr ibusi ,  termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi tertentu.



fu11:1r.r l  l t l l r i l r t rs i  adalah suatu jangka waktu ter tentu yang

n u-r rr l  
' ,  r l \ ; ln batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan

i , l , r ' r  r l ; i l r  l )cr iz inan tertentu dar i  Pemerintah Daerah yang

I  r t : :1 ' , ,11 r t  ;k l  t lan.

' , r r r , r l  hclctapan Retr ibusi  Daerah, selanjutnya dis ingkat SKRD
;rr l ; r l , r l r  l jurat  Ketetapan Retr ibusi  yang menentukan besarnya

1r rrr  r l ,  r l  r  t ietr ibusi  yang terhutang.

',rrr,rl Kcletapan Retribusi. Daerah Kurang Bayaryang selanjutnya
r l r ' . r r r t ;kat  SKRDKB adalah surat  ketetapan yang menentukan
lrrr , , ; rnr ld jumlah retr ibusi  yang terhutang, jumlah kredi t  retr ibusi ,

;rrrrrl;t lr kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi
; r rhrnr istrasi ,  dan jumlah yang harus dibayar.

' irrrirt Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
,rrl ir lah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
, r r l r r r in istrasi  berupa bunga dan atau denda.

iirrrat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
:;c lanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat  ketetapan yang
rrrcnentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan'

l 'cmeriksaan adalah serangkaian kegiatan moncar i ,
ntengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya
rlalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
retr ibusi  berdasarkan Peratpran Perundangundangan yang
berlaku.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retr ibusi  Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tindak pidana
dibidang Retr ibusi  Daerah yang ter jadi  serta menemukan
tersangkanya.

, ]
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BAB I I

BANGUNAN PEMERINTAH DAERAH
hAWASAN HUTAN NEGARA, KAWASAN SUAKAALAM DAN

KAWASAN KONSERVASI

Pasal 2

ll,rnr;rrran Pemerintah Daerah, Kawasan Hutan Negara, Kawasan
' , r r , rk i l  Alam dan Kawasan Konservasi ,  yang dihuni  dan
lrrrr ;nrangnya burung walet ,  pengelolaan dan pengusahaan
r lrl,rksanakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang ditunjuk
r r lu l t  Bupat i .

t lrrlrrk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
( | ) clitetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB I I I

KEINDAHAN KOTA

Pasal 3

Untuk : menjaga dan meningkatkan keindahan dan kenyamanan
kota, bangunan lantai 1 dan 2yangdiatasnya diperuntukkan untuk
pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dianjurkan
clitempati, dihuni dan atau diusahai dan wajib diperbuat sedemikian
rupa dengan membuat jendela dan hiasan lain layaknya sebagai
rumah tempat tinggal.

Yang dimaksud ditempati, dihuni dan atau diusahai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selain dari Pengelolaan dan Pengusahaan
sarang burung walet.

r l |

( , ' )

( t )
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r l t  Erri lrJi l l l i i l l  y;rrrg diperuntukkan pengelolaan dan pengusahaan

iri l l r11!- l  lr t t t t l tg walet berjarak 5 km dari pusat kota kabupaten, 1

f ,111 r l ;ut t l r t tkota kecamatan dan 1 km dar i  pemukiman penduduk'

BAB IV

CIRI-CIRI ATAU TANDA TANDA
BANGUNAN /  RUANGAN PERUNTUKAN

Pasal 4

t l )  ( ; i l1 otn atau tanda-tanda bangunan I  ruangan peruntukan

I 'urrr ;usahaan dan pengelolaan Sarang burung walet  adalah

' ,n l r i tgai i  ber ikut  :

,r Bangunan dibangun minimal berlantai 3 (t iga);

lr Yang diperuntukkan sebagai sarang burung walet adalah lantai

3 (tiga) keatas;

(:. Dibuat ; lobang; angin guna sirkulasi udara yang berbeda

dengan rumah temPat tinggal biasa;

rl" Lantai / dinding yang diperuntukkan sarang burung walet

dibuat lobang sedemikian rupa sebagaitempat keluar masuk

burung walet;

(.r. setiap dalam ruang bagian atas dibuat lintangan atau bentuk

rak dari kayu / aluminium untuk tempat bersarang burung
walet.

l. Tanda-tanda lain yang diperbuat guna merangsang masuknya

burung walet ataupun bermainnya burung walet'

(1,) Bunyi-bunyian, tape atau kaset harus dimatikan pada saat ibadah,

kemalangan disekitarnya dan malam hari '



l t l  { t rHi l ( l  . l tau Badan yang memil ik i  lz in Pengelolaan dan

Itf lnutt: ; l t l taan Sarang Burung Walet wajib membuat tul isan atau

i ,or , 'k  scbagai  ber i tut  "  Bangunan untuk Pengelolaan dan

l,. i i l r l tr , ; t l taan Sarang Burung Walet, lzin Bupati Nomor,Tanggal

, l r r r  l , r l t t t r r  Penerbi tan iz ln "

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

( l )

( - ' )

$rasal 5

iiulrap orang atau Badan yang akan atau telah melakukan kegiatan

;rti lu memp-erluas kegiatan usaha burung walet di Kabupaten

l'olalawan wajib memiliki izin.

tJrrtuk memperoleh izin sebagai mana dimaksud pada ayat (1)

y;rng berkepentingan harus lnengajukan permohonan tertulis

krrpiCa Bupati diatas Kertas berrneterai secukupnya serta

I rrelampi rkan surat pernyataan bersedia mengalihkan peruntukkan

,rpabila Pemerintah Daerah menentukan peruntukkan lain sesuai

dengan ketentuan Yang berlaku.

(lt) Dalam Surat Permohonan tersebut harus dicantumkan dengan
jelas nama alamat, pekerjaan, jenis usaha serta luas ruang/

bangunan dan lantai bangunan yang dipergunakan untuk sarang

burung walet.

(4) Pemerintah Daerah dapat menentukan peruntukkan lain terhadap

lokasi dimaksud untuk pembangunan ataupun sarana umum

lainnya dan menEeluarkan izin baru.

( l r )  Pejabat /  Instansi  /  Tim yang di tetapkan dengan Keputusan

Bupat i  untuk melaksanakan Peraturan Daerah in i  sebelum

memproses perizinan, harus meninjau lokasi peruntukan untuk

study kelayakan .

10



t F l l ; it r l rr rr ryn r l, rp, rt t lrl lcrikan kepada orang atau Badan yang kegiatan

i r;=:t l  l r  l  r  yrr l  tr l ,  r  I  r r rsr rgganggu ketentraman, ketert iban, kesehatan

ni: l l  l l r l t t t  l l t l r  lk l l l l ( , ; l l l  h idUp.

Pasal 6

f 3111 r i i l ,1, 
"\ l , i l i r l  l )crmohonan izin dan proses pendaftaran ulang izin

t i=l! tr : lr , l i1; u r t  l ,  t t  t  lrcngusahaan Sarang burung walet. ditetapkan oleh

ttrr l r ,1 l1 ' ; r ' , , , r t  t t r : r rgai  ketentuan Peraturan Perundang -undangan

y:r l r1 l  l r r r l l ; tht l

Pasal 7

l=irr  r , ' l r , r ( l ; l r  rnana dimaksud dalam Pasal  5 ayat (1)hanya ber laku

t,,t(tr pt,rrrr,(,; lpg izin dan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang

t:t i l  rrt;rrr l l t<lan tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Bupati '

BAB VI

rFITNTUANWAKTU|z|NDANKETENTUANTANDATERIMA

Fasal 8

trrrr :;ebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku 3 (tiga)

l,rlrrut dan ciapat diperpanjang.

:;otnua penerimaan biaya izin, biaya balik nama diberikan tanda

|rr t imayangbentukdanWarnanyadi tetapkano|ehBupat i (3)
:;ornua penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disetor

kc Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah'

t l )

{ ' r }

1'1



BAB VII

KI TENTUAN PERUBAHAN /  PENGALIHAN
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN

SARANG BURUNG WALET

Pasal 9

r I  r  '  , t r t r ,  r l l  ntolnper luaS bangunan Sarang burUng Walet  waj ib melapor
1, ,11 ' ,  r (  l ; r  t3upat i  untuk perubahan iz in.

l . , r  t r .11r t r ; r t r t  pengal ihan sarang burung walet  dar i  lke pihak la in
rhIr:r6kan biayaa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta l ima ratus

rr l r r r r r r t r>iah ) .

BAB VII I

PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN

Pasal  10

t l) t}trpati dapat mencabut dan membatalkan izin yang diterbitkan
;utabi la :

i l .  Ketert iban umum, keamanan, kesehatan l ingkungan
masyarakat terganggu.

b.  seseorang atau Badan sebagai  pemegang iz in t idak
memenuhi dan mematuhi ketentuan yang berlaku'

c Pemegang izin tidak membayar retribusi izin lewat dari pada

satu tahun.

d. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun izin tidak dipergunakan,
maka izin bataldan pemegang izin menyerahkan kembali izin

kepada BuPati.

12



tr M(]rnindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan

I l  tpat i .

1=r1 i l r r t r rk menindak lanjut i  ayat (1),  Bupat i  dapat melakukan

Jrcrryegelan.

BAB IX

KEWAJIBAN

Pasal 11

r l l  I ' r , tnegang lz in Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung

W;r lot  waj ib:

,r Melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung walet;

tr Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam)

bulan sekali kepada Kepala tsagian Perekonomian dengan

tembusan kePada Bupati;

o. Mengikut sertakan masyarakat setempat dalam pengelolaan

dan pengusahaan sarang burung walet;

rl. Mentaati segala peraturan perundung-undangan yang berlaku;

(). Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku'

1; ' )  set iap pemanenan sarang burung walet  waj ib dicatat  dan

tlilaporkan secara tertulis kepada Kepala Bagian Perekonomian

tlan tembusannya kePada BuPati;

{,t) Pencatatan dan pelaporan sebagai mana dimaksud pada ayat (2)

rnencakup tentang waktu, kondisi l ingkungan dan jumlah Sarang

Burung Walet Yang diambil '

13



BAB X

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 12

llent;irn nama Retribusi lzin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang
Hrrrrrrrr; Walet dipungut Retribusi atas pemberian izin pengelolaan dan

1rerrr l rsahaan sarang burung walet .

Pasal 13

t l lr;nk retribusi adalah semua jenis bangunan / rumah / Gua yang

Ah,nl  atau diperuntukkan sebagai  tempat pengelolahan dan
perrr;rrsahaan Sarang burung walet yang berada dalam Kabupaten
f  ' t t l ; t l ; twah.

Pasal 14

f irrlryck retribusi adalah orang atau Badan yang mendapat dan atau
lf tuntl)eroleh izin pengelolaan dan penguSahaan Sarang Burung Walet.

BAB XI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal  15

lkrlri lrusi lzin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
ler rrrnsuk golongan retribusi perizinan tertentu.

1A
t+



tsAB Xll

( :ANA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

l i i l rJhat l )o l tggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan hasi l

f  r f  i l |  l t  lhf  , l

BAB XIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENERAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

Frtn:;tp dan sasaran penetapan tarif Retribusi berdasarkan pada tujuan

urr t i lk  menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan

perrrlterian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet'

BAB XIV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Fasal 18

Urrtuk setiap lzin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung

Wlrlet yang OiXetuarkan, pemohon diwajibkan untuk membayar biaya

rnlribusi perizinan sebagai berikut:

(t) Untuk lzin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung walet

pada bangunan yang didalamnya telah ada sarang burung walet

dan telah mengnasiikan ( berproduksi dikenakan biaya sebesar

Rp. 5.000.000,- (l ima juta rupiah)'
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1=r1 l l r r l r rh iz in pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet

l rar l ; r  l r :urgunan yang didalamnya telah ada sarang burung ,  walet
lel,rlrr Irclum menghasilkan (berproduksi) dikenakan biaya Sebesar
l l l r  i t  (XX).000,-  ( t iga juta rupiah).

q11 l l r r t r rk ' iz in pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet

l l,r{l;t l)angunan baru l lamayang belum ada sarang burung walet
, l rhr ln i rkan biaya sebesar Rp. 2.000.000,-  (dua juta rupiah).

1.t1 tlrrluk izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet

1r,rr l ; r  gedung atau bangunan yang akan /  sedang didir ikan
r lrhcrrakan biaya sebesar Rp. 1 .500.000,- (satu juta l ima ratus ribu
rrrpt ; rh) .

BAB XV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Wtliryah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Pelalawan.

BAB XVI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

{ l) [)emungutan Retribusi t idak dapat diborongkan.

(, ') Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen
l;rin yang dipersamakan.

(,1) l lasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
t) clan Pasal 18 disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan

1 rr:rundang-undangan yang berlaku.
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BAB XIX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

(t) pengeluaran surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis
',;ebJgai 

awal tidakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan

sog"iu setelah 7 (tujuh) hari sejak iatuh tempo pembayaran'

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Fasal 21

I ral,rri l  lr;r l W;ri ib Retribusi t idak membayar tepat pada waktunya atau

Fui:r r r11 rrrr : t t tbayar,  d ikenakan sanksi  administrasi  berupa bunga

+Elrri,..1t :,,, i , (dua person) setiap bulan dari retribusi yang terutang

rarrrt ltr l irh ;ttau xuiang Olnayar dan ditagih dengan menggunakan

!r  I  t l l  t

BAB XVIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

{ l) I 'urnbayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus'

|3) l t r l t r ibusiyangterutangdi |unasiselambat- |ambatnyal5( | ima
lr*tas) frari #iat diteit iOt<an SKRD atau dokumen lain yang

rltpersamakan'

( ,1)  l i t ta Cara Pembayaran, Penyetoran'  Tempat Pembayaran

Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati'

17
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lSI lrr:111r jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/
Fttt i lr(Jittan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi
t le l r  r l r r rs i  yang terutang

1 l| .,1r;rl le;guran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan

"lclr 1)cjabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Hrlrr l r rk bentuk formul i r  yang dipergunakan untuk peiaksanaan

;rarrrl;r lr itn Retribusi Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayrrl ( l) cl itetapkan oleh Bupati.

BAB XX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 25

Mn:;;r Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan
nlr;lr Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi
ier l r r r tang.

Pasal 25

f  ln l r ibusi  terutang ter jadi  pada saat di terbi tkannya SKRD atau
|)okumen lain yang dipersamakan.

18



I ' I  NGURANGAN, KERINGANAN
I I / \N PEMBEBASAN RETRIBUSI

?asal 27

; I i , ,r  ' .r l i  ,  l .  r1 ,,  r l  t t tomberikan pengurangan; keringanan pembebasan

i  t - i r  i l r t  |  , l

,  - r I  :=r ! r l  rr,1 1.11 | l)cngurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana

,rr ' r , r l ,  . r r r l  l tada ayat {1) dengan rnemperhat ikan kemampuan

.1, : t t i l ,  r , ' l r t l r r ts i ,  antara la in dapat memberikan kepada pengusaha

t.r , r  i l  r r r r l r rk mef l$angsur-

,  r ,  t , , :nr l r { ] l rasan Fletr ibusi  Sebagaimana: dimaksud pada ayat (1)

! i l  r t ,  I  I ,  r t ;  rrrr diberikan kepada-wajib retr ibusi yang dit impa bencana

. r l ; rn t  ;  l l : tL l  kerusuhan.

r  i r  l , r t , r  ( : ; l ra pengurangan, ker inganan dan pembebasan Retr ibusi

,  l r l , , l ,  r t rkan oleh BuPat i .

BAB XXII

KEDALUWARSA

Fasal 28

11ak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah

rnelampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat

terhutangnya Retr ibusi ,  kecual i  apabi la waj ib Retr ibusi

melakukan tindak pidana dibidang Retribusi'

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat

(1) tertangguh aPabila :

r l )

( : ' )
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Surat Teguran, atau;

pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik

ng maupun tidak langsung.

BAB XXI | |

TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI YANG

KEDALUWARSA

Pasal 29

Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

ati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi

rah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada

lyat (1).

BAB XXIV

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 30

Instansi Pemungut Retribusi lzin Pengelolaan dan Pengusahaan

Sarang Burung Walet ditetapkan oleh Bupati.

Uang perangsang atas pungutan retribusi ini ditetapkan sebesar

5% (lima persen) dari seluruh jumlah pungutan
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BAB XXV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

pengawasan dan Pengendal ian terhadap kegiatan teknis
pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet dilakukan
oleh Instansi yang ditunjuk oleh Bupati secara berkala minimal 1
(satu) kali dalam 6 (enam ) bulan.

pelaksanaan pengawasan dan pengendal ian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di lakukan terhadap kegiatan teknis
pengelolaan di habitat alami dan habitat buatan ditinjau dari segi

upaya pengamanan habitat populasi Burung Walet.

Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan setiap tahun
kepada tsupati.

BAB XXVI

PENYIDIKAN

Pasal 32

Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dil ingkungan Pemerintah
Daerah diber i  wewenang khusus sebagai  Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daevahh
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara

Pidana yang berlaku.

Wewenang Fenyidik-sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah.

{ l )

( : ' )

( ; t )

( l )

( '?)

&i le
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Menerima, mencari, mengumpulkan dan menelit iketerangan
dibidang
tersebut

atau laporan berkenaan dengan t indak pidana

Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan

menjadi lebih lengkaP dan jelas;

ft/enelit i , lmencari dan mengumpulkan keterangan mengenai

orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

di |akukansehubungandengant indakpidanadibidang
Retribusi Daerah;

Meminta keterangan dan bahan buktidariorang pribadi atau"

badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi

Daerah;

Memeriksa bu ku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen

lain berkenaan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukt i

pembukuan, pecatatan dan dokumen-dokumen serta

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

Meminta bantuan.tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

Menyuruh berhent i ,  dan/ atau melarang seseorang

menihggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan

seOang ber langsung dan memeriksa ident i tas orang

dan / atiu dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada

huruf e;

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

Retribusi Daerah;

Memanggiloranguntukdidengarketerangannyadandiperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

Menghentikan PenYidikan;

Me|akukant indakan|ainyangper|uuntukkelancaran
penyidikant indakanpidanadibidangRetr ibusiDaerahmenurut
hukum yang bertanggung jawab.

lr

n

e.

I
t -

g.

h.

:
t .

j

k .

Ws:
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainyapenyidikandanmenyampaikanhasi |p-enyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi i Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku'

BAB XXVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Barang slapa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan

pal ing lama 6 (enam) bulan atau denda pal ing banyak

hp.SO.OO0.000,-  (L ima Puluh ' ' !uta Rupiah) dengan t idak

mengurangikewaj ibannyauntukmembayarRetr ibusiyang
terhutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

(3)Atausesuaidenganketentuanperundang-undanganyangber|aku.

BAB XXVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1)TerhadapusahaSarangBurungWa|etyangsudahadaagarsegera
mengajukan permohoian lzin paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

Peraturan Daerah ini diundangkan'

(2)Apabi |adalamjangkawaktu3(t iga)bu|ant idakmengajukan
permohonan izin a[an diberikan teguran dalam jangka waktu 3

(tiga) bulan dan apabila teguran tersebut tidak diindahkan langsung

dilakukan penyegelan oleh Bupati '

kw
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BAB XXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-halyang belum cukup diaturdalam Peraturan Daerah inisepanjang

mengenai pllaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agarset iaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan
p6raturan" Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah KabuPaten Pelalawan'

DitetaPkan di Pangkalan Kerinci

pada tangg al 22 Maret 2006

BUPATI PELALAWAN'

dto.

T. AZMUN JAAFAR

kan di Pangkalan Kerinci
r tanggal
SEXiLTNRts DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

T. KASROEN. HR

DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2006
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR OSTAHUN 2OO5

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

UMUM

SebagaiKabupatenyangrelatifbelum|amaterbentuk,Pemerintah
XanupatJn Pelalawan beserta masyarakat sedang giat-giatnya

melaksanakan pembangunan diberbagai sektor usaha- sebagai wujud

dukungan pemerintah daerah adarah dengan menciptakan iklim yang

kondusif sehingga menarik minat baik itu perseorangan maupun badan

usahauntukmendir ikanusahaataumenanamkaninvestasidi
Kabupaten Pelalawan.

Dalam upaya untuk memajukan usaha terutama dalam

pengelolaandanpengusahaansarangburungwalet 'per luadanya
upaya pembinaan, pengaturan,. pengendalian serta pengawasan dari

pemerintah Kabupaien pelalawan, terutama atas kegiatan

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam hayati' barang'

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kelestarian lingkungann

alam dan sosial. Untuk itu diplrlukan adanya suatu Peraturan Daerah

yangmengaturtentanglz inPenge|olaandanPengusahaanSarang
Burung Walet.
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PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam

peraturan oaerJ ini. d"ng"n adanya pengertian tentang istilah

tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan

salah pengertian dalam memahami Peraturan Daerah ini

Pasal 2

CukuP jelas

Pasal 3

CukuP jelas

Pasal 4

CukuP jelas

Pasal 5

CukuP jelas

Pasal 6

CukuP jelas

Pasal 7

CukuP jelas

Pasal 8

CukuP jelas

Pasal 9

CukuP ielas
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Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Dengan memperhatikan laporan tim'

Huruf b

CukuP jelas

Huruf c

CukuP ielas

Huruf d

CukuP jelas

Huruf e

CukuP jelas

Ayat (2)

CukuP ielas

Pasal 11

CukuP ielas

Pasal 12

CukuP jelas

Pasal 13

CukuP jelas

Pasal 14

CukuP ielas

Pasal 15

CukuP ielas

27
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Pasal 16

CukuP jelas

Pasal 17

CukuP jelas

Pasal 18

CukuP jelas

Pasal 19

CukuP jelas

Pasal 20

CukuP jelas

Pasal 21

CukuP ielas

Pasal 22

CukuP jelas

Pasal 23

CukuP jelas

Pasal24

CukuP ielas

Pasal 25

CukuP ielas

Pasal 26

CukuP jelas

/
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Prrsal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi dapat
diberikan dengan mempertimbangkan, antara lain kemampuan
membayar Wajib Retribusi.

Ketidakmampuan Wajib Retribusi harus dibuktikan dengan
Surat Keterangan dari Kepala Desa dan Camat setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (a)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas
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€ukuP jelas

35

Cukup jelas

36

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
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